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PUTUSAN
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA Ska

s e S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:
Penggugat Binti XXXX, Agama Islam pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan
swasta, bertempat tinggal di Semanggi RT 07 RW 01
Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta Provinsi Jawa Tengah (Kos XXXX), Nomor HP
XXXX;
Penggugat;
Lawan
Tergugat Bin XXXX, Agama Islam pendidikan D-lll Pekerjaan: Pedagang,
bertempat tinggal di: Sangkrah RT 003 RW 001 Kelurahan
Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
Provinsi Jawa Tengah;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor
722/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 24 September 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan Duplikat Akta

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0230/08/VI1/2015 tertanggal 05 Juli 2024, pada saat menikah
Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama
8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos
yang berada di daerah Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon selama kurang
lebih 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama:
o XXXX, Laki-laki, usia 8 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
0 XXXX, Perempuan, usia 6 tahun, saat ini tinggal bersama
Tergugat;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
o Bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja dari awal
pernikahan sampai sekarang kepada Penggugat;
o Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan
sebagai kepala rumah tangga;
o Bahwa Tergugat menduga Penggugat menjalin hubungan dengan
Pria Idaman Lain (PIL);
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai
puncaknya pada bulan Februari 2024, Penggugat meninggalkan rumah
orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal
di rumah kos yang beralamat di Semanggi, RT 007, RW 001, Kelurahan
Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang
beralamat di Sangkrah, RT 003, RW 001, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan
Pasarkliwon,Kota Surakarta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan
sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
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8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali menasehati
dan mengingatkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk
membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
10.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.
PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal
116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
11.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan
mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'’in sughro dari Tergugat (Tergugat Bin XXXX)
kepada Penggugat (Tergugat Binti XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Pernyataan Domisili atas nama Penggugat, yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Semanggi pada
Kantor Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah
sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/08/V1/2015
tertanggal 07 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jaten Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, bermaterai cukup
dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
B. Saksi
1. XXXX, pekerjaan: karyawan swasta, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2015 di
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan
Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak memberi nafkah selama menikah, dan Tergugat
tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah

tangga;
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- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran juga disebabkan
karena Tergugat cemburu dan menduga Penggugat mempunyai
PIL (Pria Idaman Lain). Yang pada kenyataannya dugaan
Tergugat tersebut tidak benar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat
meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling
mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat
telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II: XXXX, pekerjaan: ibu rumah tangga, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga kos Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat sejak awal pernikahan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sejak bulan Februari Tahun 2024, Penggugat pergi
meninggalkan kediaman besama dan tinggal di kos sampai
sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak

mempedulikan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
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- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat
telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 26 September 2024 dan tanggal 15
Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan
sebagai kepala rumah tangga. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah
tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya
tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, seperti
yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermaterai
cukup, telah dicap pos (nhazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan
demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Surakarta berwenang
untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat
(Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016,
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relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07
Juni 2015 di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, hal tersebut sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pernyataan Domisili) dan P.2
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa
sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta,
maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa
berdasarkan bukti P.2 dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2015. Dengan demikian, materi
bukti P.2 tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh
karenanya juga, Penggugat dinilai telah memiliki legal standing atau persona
standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan
cerai gugat ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil

saksi;
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Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua
saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun
namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga
membuktikan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan
sebagai kepala rumah tangga. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan. Rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
bahkan sudah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan rukun namun tidak
berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 07 Juni 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak
memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan
sebagai kepala keluarga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
sejak Februari 2024. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi
nafkah kepada Penggugat;
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4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah
sering merukunkan keduanya, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat
tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum 1 (satu) sampai 3 (tiga) Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri,
menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa fakta hukum 4 (empat) Penggugat dan Tergugat
sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 vyaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
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Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkabh,
karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang
sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tanpa adanya
komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar
dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga
tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat
lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

ulial) gya g plbadll <la

kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
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hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli
Hukum Islam yang selanjudnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis
sebagaimana termaktub dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 291,
berbunyi sebagai berikut :

Minzg Gl uolall o allai Ol lgd s>
j2eg ypall e bl asl asll uolall lgalls,
Logiv VI <

Artinya: Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim
dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah
nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara

suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabig dalam Kitab Fighu
as Sunnah, Juz Il, halaman 249 :

-

el o 3pdiad) alga Ase g laien ¥ g ol iyl dag3l cedl 13
1Al Ah ol Witk Miag (gdl) ald) O bk O) g G eas

Lagis ) 08 Sass oyl il
Artinya : “Jika Istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut
untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
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sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ( XXXX ) terhadap
Penggugat ( XXXX);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 545.000,00 ( Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah).
Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul
Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Dhurrotul Lum’ah, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti
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Alimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum’ah, M.H. Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag.

- Pendaftaran - Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 545.000,00
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